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PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.Gia
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Seririt, 01 Januari 1981, agama
Islam, pekerjaan Swasta ( Dagang ), Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Jalan Batuyang 109x, Desa Batubulan Kangin,
Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Karawang, 18 Juni 1979, agama ,
pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Taruna Nomor
8, Dusun Krajan Rt 003 Rw 001, Desa Kilari,

Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa

Barat sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2019
telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar, dengan Nomor
25/Pdt.G/2019/PA.Gia, tanggal 22 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada
tanggal 24 Februari 2010, di Seririt yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor : 05/02/11/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan
Seririt, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, tanggal 24 Februari 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di
Jalan Sesetan selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke Jalan Batuyang
109x hingga sekarang;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis
akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan:

a. Tergugat tidak memberikan nafkah selama 2 tahun.
b. Perbedaan prinsip karena kurangnya komunikasi.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan Februari 2017 ;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah
ranjang/tempat tinggal sejak Februari 2017, Penggugat tinggal di Batuyang,
Sukawati, sendiri, sedangkan Tergugat tinggal di Karawang bersama orang
tua Tergugat;

6. Bahwa Penggugat selama ini sudah berusaha mengatasi masalah tersebut
dengan jalan bermusyawarah dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi
tidak berhasil;

7. Bahwa rumah tangga yang rukun dan damai tidak mungkin lagi akan
terwujud oleh sebab itu Penggugat sudah berketapan hati untuk
mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cg.Majelis Hakim agar segera memeriksa
dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
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3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 25 Oktober 2019 dan 29
November 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak
ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga
tidak layak dilakukan mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar
bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil,
selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan
oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Nomor
5104014101810011, atas nama PENGGUGAT, tanggal 30 Juni 2016,
selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis
dicocokan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah
dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian
ditandai dengan (P.1);

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 05/02/11/2010 tanggal 24 Februari
2010 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, selanjutnya alat
bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokan dengan
aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta
telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan
(P2);

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat

sebagai berikut :
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1. SAKSI I, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan lIbu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di JI. Nusa Indah no.22, Banjar Abian Kapas Tengah,
Desa Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten Denpasar, yang
dalam persidangan mengaku sebagai Teman Penggugat, dan di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya suami
istri sah;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah
rumah selama 2 (dua) tahun, sejak tahun 2017 Tergugat pulang ke
Karawang dan sampai sekarang tidak pernah datang lagi;

- Bahwa Penggugat pernah mendatangi Tergugat di Karawang dan
berusaha untuk rukun lagi bersama dengan Tergugat dan
bermusyawarah dengan keluarga akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi
sejak berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi selaku teman sudah berusaha menasehati Penggugat agar
bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI Il, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Jl. WR. Supratman No. 147, Banjar Dauh Tangluk,
Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten Denpasar, yang
dalam persidangan mengaku sebagai rekan kerja Penggugat, dan di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya suami
istri sah;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah
rumah selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang
kerumah orang tua Tergugat di Karawang, dan sampai sekarang tidak
pernah datang lagi;

- Bahwa saksi selaku teman sudah berusaha menasehati Penggugat agar

bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
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Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan
memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan

gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah
dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian
putusan ini cukup ditunjuk berita acara sidang tersebut, merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang
Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini
termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang pada
pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan talak ba’in sughro
Tergugat kepada Penggugat, dengan mengemukakan alasan sebagaimana
termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam duduk perkara
ini, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan,
sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan
Tergugat, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal
82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (b)
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam perkara dimana Tergugat yang telah
dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak hadir dan tidak pula
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menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, upaya
mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun
telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat
tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, Tergugat yang tidak
hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini
dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya putusan perkara ini tanpa
hadirnya Tergugat atau verstek, maka apa yang didalilkan Penggugat harus
dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran
materiil, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas
nama Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang,
sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.),
selama tidak dibuktikan kepalsuannya, dan telah memenuhi maksud pasal 301
Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jis. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil suatu bukti autentik, yang mana bukti tersebut
menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di
wilayah kabupaten Gianyar, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi
syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa
Fotocopy Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang
berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285
R.Bg.), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, dan telah memenuhi maksud
pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut
telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik, yang mana bukti tersebut
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menerangkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah
suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian bukti
tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil
dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah memenuhi kekuatan
pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian harus dinyatakan
terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah secara
hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua)
orang saksi Penggugat yang telah memenuhi maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal
175 Rbg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan
memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah,
oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah menerangkan bahwa ke
2 (dua) orang saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat
tinggal selama 2 (dua) tahun, dan selama kepergian tersebut Tergugat tidak
pernah datang lagi sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada komunikasi sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat juga telah
berusaha untuk mendatangi Tergugat di Karawang dan berusaha untuk rukun
lagi dan bermusyawarah dengan keluarga dan Tergugat akan tetapi tidak
berhasil, selain itu Penggugat telah dinasehati oleh keluarga dan saksi-saksi
agar bersabar akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut
diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat setidaknya
dengan Penggugat sehingga patut mengetahuinya, dan mengenai keterangan
saksi tersebut berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan
sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian
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sebagaimana maksud pasal 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat
materiil saksi;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis menilai keterangan para saksi
tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) sesuai
dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Rl Nomor: 299K/AG/2003
tanggal 8 Juni 2003, sehingga dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai
bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, P.2
dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta
hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah
di pada tanggal 24 Februari 2010;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis,
keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017;

- Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah
orang tua Tergugat, hingga sekarang tidak pernah datang lagi;

- Bahwa, Penggugat telah mendatangi Tergugat di Karawang dan berusaha
untuk rukun lagi dan bermusyawarah dengan keluarga dan Tergugat akan
tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi
sejak berpisah tempat tinggal;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh keluarga dan orang
dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-
benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perpisahan
terus menerus selama 2 (dua) tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah
datang lagi, dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak
keduanya berpisah tempat tinggal, sehingga keduanya sudah tidak mungkin
lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki
dalam dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974;
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Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang
perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan
atau tidak, sedangkan faktanya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah
terjadi perpisahan terus menerus, dan Penggugat tetap teguh pendirian untuk
bercerai dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah
tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah
datang lagi, dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak
keduanya berpisah tempat tinggal, selain itu Penggugat sudah berusaha untuk
hidup rukun dan bermusyawarah dengan keluarga Tergugat akan tetapi tidak
berhasil, dan keluarga serta orang dekat Penggugat juga telah menasehati
Penggugat agar bersabar akan tetapi tidak berhasil, maka pada hakikatnya
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali
dan jika dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa mafsadat lebih besar
daripada maslahatnya, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil
adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan
oleh Penggugat telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan
pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Figh Sunnah Juz I
halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang
berbunyi :

Loo £13,¥1 0Ss ol C8lic! ol azg )l iy o la)l sa) lalges was 13l

logiz: 2oV o iolall jze g Laglliol oyur 6 psian)] plgd azo Hlayy

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri
atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak
dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan,
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dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh
dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas dan
dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum
Islam, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu
ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak
boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum,
oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan
tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’lkuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara
resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal
149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang
terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz Il halaman 55 yang diambil alih menjadi
pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

aiadl ailsl 5z ant ol Jlss sl jsais e ol

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu
diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta
dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
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1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp646.000,00

(Enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019
Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami
Nismatin Niamah, S.H.l sebagai Ketua Majelis, Agus Firman, S.H.l, M.H dan
Lusiana Mahmudah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh Ismail Marzuki, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah, S.H.I.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Agus Firman, S.H.l.,, M.H. Lusiana Mahmudah, S.H.I.

Panitera Pengganti,
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Ismail Marzuki, S.H.

Perincian Biaya Perkara :
. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

1

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 530.000,00

4. Biaya PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

6. Biaya Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah : Rp646.000,00
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